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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan sekaligus memberikan 
pemahaman yang mendasar tentang BUT sebagaimana diatur dalam Undang – 
Undang Pajak penghasilan dan tax treaty. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah subyek 
pajak luar negeri yang kewajiban perpajakannya diperlakukan relatif sama dengan 
wajib pajak dalam negeri lainnya. Perbedaan perlakuan perpajakannya dibandingkan 
dengan wajib pajak dalam negeri antara lain adalah (i) BUT tidak dapat menikmati 
tax treaty Indonesia dengan negara treaty partner lainnya karena ia bukan penduduk 
Indonesia, dan (ii) atas laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh suatu 
BUT dikenakan branch profit tax. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari negara treaty partner di 
Indonesia, pengujian keberadaan suatu BUT perusahaan dari negara treaty partner 
tersebut di Indonesia sebagai kriteria diperlukan untuk menentukan apakah Indonesia 
memiliki hak untuk memajaki penghasilan tersebut. 
Kata Kunci: a permanent establishment, branch profit tax, tax treaty, resident 
taxpayer, non resident taxpayer, beneficial owner, force of attraction rule, 
attributable rule, effectively rule, OECD Model. 
 
